PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : & bahwa Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian, pada
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan
fungsinya, karena itu harus diubah dan disesuaikan dengan
volume kerja,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonedsia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 {tentang
Pembentukan Daerah Tk.Il dan Kota Praja di Sumatera
Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
' Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



10.

11.

12.

2

Pemerintahan Daerahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga
Negera Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45335},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah
Daerah Propinsi, -dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Ilulouwm Dacrah (eritin

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 33).



Menetapkan

3
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYVUASIN

dan ..
BUPATI MUSI BANYUASIN,

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTARG
PEMBENTUKAN ORCANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pagal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008
Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
membawahi: :
a. Bagian Administrasi Pembangunan dan

Perekonomian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administasi Pembangunan;
2. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
3. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan;

b. Bagian Telek dan Sandi, terdiri dari :
1. Sub Bagian Telek dan Sandi;
2. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan;
3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;

c. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
2. Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang;
3. Sub Bagian Pendistribusian Barang;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
7 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 7
Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
a. Bagian Hukum, terdiri dari dari :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumentasi Umum.

b. Bagian Organisasi, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kelembagaan;
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

c. Bagian Kcuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

d. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kebijakan Publik;
2. Sub Bagian Informasi Publik;
3. Sub Bagian HubunganPublik.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
10 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 10

Susunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan

b. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perlengkapan;
3. Sub Bagian Rumah Tangga.

c. Bagian Persidangan dan  Perundang-Undangan,
membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Risalah;

2. Sub Bagian Persidangan;
3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

d. Bagian Keuangan dan Anggaran membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran; |
2. Sub Bagian Verifikast dan Pembulkuan;
3. Sub Bagian Perbendaharaan.

e. Bagian Hubungan Masyarakat dan  Protokol
membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Infomasi, Dokumentasi dan
perpustalkaan; -
2. Sub Bagian Protokol; :
3. Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada fanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 9 Asustus 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,

e

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Aguskias 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

R A

H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 1



BAGAN STRUKTUR DRGANISASI Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomaor 2 Tahun 2013
KABUPATEN MUSI BAYUASIN Tanggal : 19 Agustus 2013
SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAGIAN BAGIAN BAGIAH BAGIAN
Umurm Persidangan dan Hubungan Masyarakat
Perundang-Undangan Keuangan dan Anggaran dan Protokol
J — ]
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
] T?‘{ta Usatlx'f‘:nan — Risalah |  Perencanaan dan — informasi, Dokumentasi
epegawi Anggaran dan Perpustakaan
Sub Bagian' - Sub Bagian s',:l?. fagian 4 Sub Bagian .
— . L Persidangan L Verifikasi dan -
Perlengk:zpan Pembukilan Protokol
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
- Rumah Tingga | Hukum dan Perundang-| L Perbendaharaan — Pelayanan dan Aspirasi
Undangan Masyarakat
BUPATI MUSI BANYUASIN
e

H. PAHRI AZHARI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Lampiran [ : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BAYUASIN Nomor 2 Tzhun 2013
Tanggal 19 Agusius 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
[ | 1
&;ﬁ%&ﬁfﬁﬁn STAP AELI BUPATI STAT AHLI BUPATI
) SIDANG BIDANG KEUANGAN
PEMERINTAHAN PENTARGUNAN
| | |
ABISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG
PEMERINTAHAN, PROTOKOL DAY PEREKONOMIAN DAN ADMIFISTRASI UMUM
KESEJAHTERAAR RAKYAT PEMBANGUNAN
| [
l | | 1 L ' [ | — T 1 j
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
Tata Protekol Kesejahteraan | | Penysiesaian Administrasi Umum dan Telek dan Sandi Hukum Organisasi Keuvangan Hubungan
Pemearintahan Rakyat Perstasan Pembangunan & Pengadaan ' Masyarakat
Perekoromian
Subbag Subbag iy - Subbag. Subb Subba Subbag. Subbag
Tata Urnum & Subbag. Sibbeg. Subbag. Tata Usaha ubbag. p eraturg'n Subbag. t_| Perencanaan .
| : [ ‘ L IKesejahteraan] | | Pemelesaian Adm. —!  Pimpinan L { Telek dan Sandi| || | Kelembagaan &Pengeluaran kebitakan
Pemerintahan Perjatanan Satas P ) Perundang- sPMU Publik
Umum Dinas L Pembangunan ' Undangan .
- Subbag. Subb . Subbag.
Psg:ggasé Subbag. Subbag. Si.boag. s Kot ben dan U ad Subbag, Subbag. 1 \erii g & Subbag
gkat Taik & mum dan Ketatalaksa- erifikasi Informasi
Daerah TataAcara& || Agama | K Subbag. - Pengadsen Bareng Pemeliharaan Santuan 1l na Pembukuan :
Protokoler Pasarana — Administrasi Hukum « i Publik
Perekonomian epegawalan
. Subbag.
Subbag. Subbag. Sizbbag. Subbag Subb Subbag. Subbag. Subbay.
Pengembangan| | | Penghubung SJ;ban% Pe;izawasan Subbag. || Rumah Tangga Sarana dan Doktm:r?t'as Analisis || Axutansi dan Hubunggan
-] Wileyahdan | Y antar ] u q  dan Monitoring dan Prasarana i Hukum | | Jabatan & Pelaporan 4  pPublik
Pertanzhan Lembaga Pereliharaan L] Pelaporan Beban Kerjs
. BUPATY MUSI BANYUASIN

J

H. PAHRI AZHA
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